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Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyediaan layanan jasa
untuk masyarakat seharusnya dilakukan dengan mematuhi seluruh ketentuan administratif
dan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk memperoleh izin resmi serta
menjamin kualitas dan keamanan layanan. Namun, layanan WiFi di daerah kepulauan nusa
penida oleh perusahaan Starlink dapat menimbulkan penyimpangan, seperti adanya
distribusi perangkat dan layanan kembali oleh oknum reseller ( penyedia layanan ) tanpa
sepengetahuan starlink yang merupakan tindakan illegal dalam peraturan , sehingga dapat
menyebabkan pelanggaran regulasi, menurunnya kualitas layanan, dan risiko keamanan
data bagi konsumen.

Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana penyediaan layanan
wifi di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh provider Starlink? (2) Apakah penyediaan
layanan wifi di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh provider wifi Starlink sudah sesuai
ditinjau dari Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi? (3) Bagaimana penyediaan
layanan wifi di Kepulauan Nusa Penida Bali oleh provider Starlink ditinjau dari fikih
siyasah ?

Penelitian ini menerapkan metode studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai
sumber hukum primer dan sekunder, termasuk Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Nomor 13 Tahun 2019 serta prinsip fikih siyasah. Pengumpulan data dilakukan
melalui kajian literatur dari dokumen hukum, buku, jurnal dan artikel ilmiah, yang
kemudian dianalisis secara sistematis menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin
keabsahan dan konsistensi data. Proses penelitian mencakup tahap awal pendahuluan,
identifikasi masalah dan tujuan, pengumpulan data, analisis dan pembahasan, serta
penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Penyediaan akses WiFi oleh Starlink
di Kepulauan Nusa Penida Bali dilaksanakan berdasarkan izin dari Kementrian Komunikasi
Dan Informatika Republik Indonesia serta melalui kerjasama dengan mitra lokal berizin. (2)
Ditinjau dari Permenkominfo No. 13 Tahun 2019, penyediaan layanan Wifi oleh Starlink
di Kepulauan Nusa Penida Bali telah sesuai dengan kewajiban baik dari segi penyediaan
maupun pengoperasiannya karena telah memiliki izin seperti yang tercantum dalam
bebeapa pasal dalam penelitian secara resmi serta memenuhi persyaratan teknis dan
perusahaan starlink sudah melakukan koreksi dengan melakukan pengawasan dengan
maksimal agar tidak terjadi pelanggaran oleh reseller illegal dalam wilayah administratif
pengoperasiannya. (3) Ditinjau dari perspektif fikih siyasah, penyediaan layanan wifi oleh
Starlink di Kepulauan Nusa Penida Bali telah sesuai dengan kewajiban mematuhi ulil amri
dengan memenuhi seluruh perizinan dan regulasi di Indonesia. Kerena menunjukkan
bentuk ketaatan kepada pemerintah demi menjaga kemaslahatan dan ketertiban masyarakat.
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Based on the prevailing legislation, the provision of public service facilities should
comply with all administrative and technical requirements set by the government, including
obtaining official permits and ensuring service quality and security. However, WiFi
services in remote areas provided by Starlink often experience irregularities, such as
distribution of devices and services through illegal channels by unauthorized resellers,
which may cause regulatory violations, decreased service quality, and data security risks for
consumers.

This research addresses the following questions: (1) How is the provision of WiFi
services in the Nusa Penida Islands, Bali by the Starlink provider? (2) Has the provision of
WiFi services in the Nusa Penida Islands, Bali by the Starlink WiFi provider complied with
the Regulation of the Minister of Communication and Informatics of the Republic of
Indonesia Number Thirteen Year Two Thousand Nineteen concerning the Implementation
of Telecommunication Services? (3) How is the provision of WiFi services in the Nusa
Penida Islands, Bali by the Starlink provider reviewed from the perspective of figh siyasah
(Islamic political jurisprudence)?

This study employs a library research method by analyzing various primary and
secondary legal sources, including the Minister of Communication and Information
Technology Regulation Number 13 of 2019 and principles of Fikih Siyasah. Data are
collected through literature review of legal documents, books, journals, and scientific
articles, then analyzed systematically using triangulation to ensure data validity and
consistency. The research process includes preliminary stages, problem identification and
objectives, data collection, analysis and discussion, as well as conclusion drawing.

The results of this study indicate that: (1) the provision of WiFi access by Starlink
in the Nusa Penida Islands, Bali is carried out based on permits from the Ministry of
Communication and Informatics of the Republic of Indonesia and cooperation with
licensed local partners; (2) viewed from Ministerial Regulation No. Thirteen Year Two
Thousand Nineteen, the provision of WiFi services by Starlink complies with its
obligations both in provision and operation, holding official permits as stated in several
clauses of the research, and having implemented strict supervision to prevent violations by
illegal resellers in its administrative operational area; and (3) From the perspective of Fikih
Siyasah, Starlink’s provision of WiFi services in remote Nusa Penida complies with the
obligation to obey ulil amri (leaders) by fulfilling all permits and regulations in Indonesia,
reflecting adherence to the government for maintaining public welfare and social order.
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